




Muara permasalahan sampah di Purwokerto yakni  karena faktor pengelolaan 
sampah yang tidak maksimal. Kecamatan Purwokerto Timur adalah wilayah yang 
memiliki volume sampah terbesar dibanding dengan kecamatan lain. Masalah sampah 
ini berdampak pada peningkatan timbunan sampah yang berakibat pada terciptanya 
kawasan yang tidak sehat bagi masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 
mengetahui proses collaborative governance dalam penyelesaian masalah sampah di 
Kecamatan Purwokerto Timur dan faktor-faktor apa saja yang mendorong pelaksanaan 
collaborative governance dalam penyelesaian masalah sampah ini. 
Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance yang dijelaskan 
Ansell (2007) yang mana mengkaji proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, 
pihak Swasta, dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sampah di Kecamatan 
Purwokerto Timur melalui empat aspek yakn face to face dialogue, commitment to the 
process, trust building, share understanding, dan intermediate outcome. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Sasaran penelitian antara lain kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyumas, 
pengurus Bank Sampah di Kecamatan Purwokerto Timur, dan masyarakat Kecamatan 
Purwokerto Timur. Metode pengumpulan data yang dipakai antara lain wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis interaktif dan 
validasi data memakai triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan proses kolaboratif 
yang dimulai dari face to face dialogue dapat dilakukan secara intensif baik secara 
formal dan informal, dan aspek trust building ditunjukkan dari adanya sikap yang 
sama dalam proses koordinasi dan sosialisasi diantara stakeholder yang terlibat. 
Sementara proses kolaborasi penyelesaian masalah sampah ini terwujud commitment 
to processes karena rasa membutuhkan dan berkerjasama mencapai tujuan bersama 
serta sikap share understanding antar stakeholder memiliki pemahaman yang sama 
akan latar belakang dan tujuan kolaborasi. Dari rangkaian proses kolaborasi ini, 
muncul intermediate outcome berupa penyediaan hanggar sebagai penampungan 
sampah dan partisipasi masyarakat dan adanya Bank Sampah “PAS” juga menjadi 
solusi efektif guna mengurangi volume sampah masuk ke tempat pembuangan akhir. 
Menurut hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan proses collaborative 
governance dalam penyelesaian masalah sampah di Kecamatan Purwokerto Timur 
dapat dikatakan berjalan baik. Ada beberapa hal yang mendorong proses kolaborasi. 
Pertama, kondisi awal yang mana keterbatasan yang dimiliki stakeholders dapat 
ditutupi kehadiran stakeholders yang lain. Kedua kepemimpinan fasilitatif Dinas 
Lingkungan Hidup yang terus mengambil peran dalam pengambilan kebijakan. Ketiga 
desain lembaga, yang mana proses kolaborasi antar stakeholder dalam penanganan 
masalah sampah ini dilindungi oleh Peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 
Tentang Pengelolaan Sampah dan Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor/60.1/776/ 
2018 Tentang Pengelolaan Sampah Dari Sumbernya.Kata kunci: Collaborative 







The main of the waste problem in big cities, especially Purwokerto, is due to 
the factor of waste management that is not optimal. East Purwokerto Subdistrict is an 
area that has the largest volume of waste compared to other districts. This waste 
problem has impact on increasing waste which results in the creation of unhealthy 
areas for the. Therefore, the aim of this research is to find out the collaborative 
governance process in solving the waste problem in East Purwokerto District and 
what factors encourage collaborative governance in solving this waste problem. 
This research uses collaborative governance theory described by Ansell 
(2007) which examines the collaboration process carried out by the government, 
private parties, and the community in solving the waste problem in East Purwokerto 
District through four aspects, namely face to face dialogue, commitment to the 
process, trust building, share understanding, and intermediate outcomes. 
The research method used is qualitative with a descriptive approach. The 
research targets included the head of the Banyumas Environmental Service, the 
management of the Garbage Bank in East Purwokerto District, as well as the people 
of East Purwokerto District. Data collection methods used include interviews, 
observation and documentation. Methods of data analysis using interactive analysis 
and data validation using triangulation. The results showed that a collaborative 
process that starts from face to face dialogue can be carried out intensively both 
formally and informally, and aspects of trust building are shown by the same attitude 
in the coordination and socialization process among the stakeholders involved. 
Meanwhile, collaborative process of solving the waste problem is manifested in 
commitment to processes because a need and collaboration to achieve common goals 
and attitude of share understanding among stakeholders have the same understanding 
of the background and goals of collaboration. From this collaborative processes, an 
intermediate outcome emerged in the form of providing hangars as waste storage and 
active community participation and the existence of the “PAS” Waste Bank is also an 
effective solution to reduce the volume of waste entering landfills. 
According to results, it can be concluded that the collaborative governance 
process in solving waste problems in East Purwokerto District can be said to be 
running well. There are several things that drive the collaborative process. First, the 
initial condition in which the limitations of stakeholders can be covered up by the 
presence of other stakeholders. The second is facilitative leadership of Environmental 
Agency which continues to take a role in policy making. The three institutional 
designs, in which the collaborative process between stakeholders in handling waste 
problems are protected by Government Regulation Number 81 of 2012 concerning 
Waste Management and also Circular of the Regent of Banyumas Number / 60.1 / 
776/2018 concerning Waste Management from the Source. 
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